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KEPUTUSAN  

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

Nomor : 900/  17   /BPKD-PS/2019 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA / PENELITI HASIL PEKERJAAN BARANG DAN JASA 

DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 

 

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 

Menimbang  :   a.  bahwa dalam rangka menjamin mutu, kualitas dan kelancaran dari 

pelaksanaan pengadaan barang / jasa serta pertanggungjawaban 

kegiatan secara fisik, keuangan, administrasi dan fungsi baik dari 

penyedia barang dan jasa maupun pengguna barang jasa dilingkungan 

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2019 dipandang perlu membentuk Tim Pemeriksa / Peneliti 

barang dan jasa; 

  b. bahwa  pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti barang dan jasa 

ditujukan agar hasil pengadaan barang dan jasa sesuai spesifikasi yang 

diinginkan oleh Pengguna Barang dan Jasa; 

  c. untuk memenuhui maksud huruf a dan b pembentuk Tim Pemeriksa / 

Peneliti barang dan jasa tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala 

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 

 

Mengingat      :    1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pedoman Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera 

Tengah jis Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang 

Nomor 58 Tahun 1958; 

2. Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kempat 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

barang dan jasa; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 

2014,Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 

tanggal  28 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; 

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 

Desember 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun Anggaran 2019; 

 

 



 




